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JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Bahwa Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum
(BINMATKUM) untuk tahun kerja sekarang ini diawali
pelaksanaannya pada tanggal 1 April tahun 2000 dan
berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2000.

Bahwa dari hasil evaluasi dalam melaksanakan dan
meningkatkan kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan
Hukum” Program BINMATKUM +telah mendapat tanggapan
positif dari masyarakat, sehingga perlu dilanjutkan
dan ditingkatkan pelaksanaannya.

Bahwa untuk lebih memantapkan penyelenggaraan
kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum
Program BINMATKUM perlu ditetapkan Petunjuk
Pelaksanaan ( JUKLAK) vang memuat penggarisan

operasional yang menyeluruh, terpadu dan terarah yang
merupakan pelaksanaan Keputusan Jaksa Agung Republik
Indonesia Nomor : KEP-015/J.A/3/1995 tanggal 22 Maret
1995 tentang Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan
Penerangan Hukum.

Bahwa misi Kejaksaan sebagaimana disebutkan dalam
Repelita Ke jaksaan, dipandang perlu untuk
dimasyarakatkan pada setiap Penyuluhan Hukum dan
Penerangan Hukum kepada aparatur negara, tokoh
masyarakat dan organisasi masyarakat di perkotaan
demikian juga terhadap masyarakat pedesaan.

Bahwa Instruksi Jaksa Agung R.I. Nomor : INS-
003/J.A/04/ 1999 dengan lampirannya tentang Petunjuk
Pelaksanaan (JUKKLAK) Peningkatan Tugas Penyuluhan
Hukum dan Penerangan Hukum Program BINMATKUM hanya
berlaku untuk satu tahun anggaran 1999/2000 sehingga
harus diperbaharui.

TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK Bi FOTOKOPI
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Ketetapan MPR RI Nomor : IV/MPR/1999 tentang Garis-
garis Besar Haluan Negara.

Undang—undang Nomor : 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan

* Republik Indonesia.
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Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor» : 86
Tahun 1999 tentang Susunan Organisas& dan Tata Kerja
Kejaksaan Republik Indonesia.

- Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-

116/3.A/10/1999 +tanggal 20 Oktober 1999 +tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik
Indonesia. .
!

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonésia Nomor : KEP-

- 015/7.A/3/1995 tanggal 22 Maret 1995 tentang

Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum.
. ‘\ 5
MENGINSTRUKSIEKATN :

KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM.

Para KEPALA KEJAKSAAN TINGGT.

Para KEPALA KEJAKSAAN NEGERI.

Para KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERTI
di seluruh Indonesia.

Fho.

Melaksanakan dan meningkatkan Penyuluhan Hukum dan

‘Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat
Hukum (BINMATKUM ) dengan berlandaskan Petunjuk
Pelaksanaan (JUKLAK) sebagaimana terlampir. '

. Melaksanakan instruksi ini dengan tertib gdan penuh

rasa tanggung jawab.

DIKELUARKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL 114 APRIL 2000
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Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Penyuluhan Hukum dan
Penerangan Hukum Program Pémbinaan Masyarakat Taat, Hukum
(BINMATKUM) Tahun 2000 inj disusun dengan maksud dapat memenuhi
harapan dalam _ melaksanakan tugas Penyuluhan Hukum dan

tugas/wewenang yang dimiliki berdasarkan Undang—undang Nomor 5
Tahun -~ 1991 tentang Kejaksaan Repubiik Indonesia dan ~sesuai
dengan arahan TAP MPR RI, Nomor - IV/MPR/1999 tentang GBHN yang
mengamanatkan agar Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum dapat
ditingkatkan. )

Materi JUKLAK ini teiah disempurnakan untuk mengatur
semua peTaksénaan kegiatan Program Pembinaan Masyarakat Taat
Hukum (BINMATKUM), untuk itu diharapkan paFa petugas pelaksana
baik di Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan
Tinggai, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dij seluruh
Indonesia diharapkan untuk membaca dengan teliti dan memahami
semua ketentuan yang dimuat dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK)
Program BINHATKUM Tahun 2600 ini sebagai pedoman, sehingQa
memudahkan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan dan Pe?erangan Hukum

di wilayahnya masing-masing.

Selamat, beké}ja, dengan harapan agar tugas Penyuluhan
Hukum dan Penerangan Hukum ini dilaksanakan dengan penuh rasa
tanggung jawab dan pengabdian "yang tinggi, guna tercapainya
hasil yang optimal.

JAKARTA, 14 APRIL 2000

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESTA
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PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)
PENINGKATAN TUGAS PENYULUHAN HUKUM
A DAN PENERANGAN HUKUM

- {| \
*
»*
¥*

(T LAMPIRAN
INSTRUKSI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : INS- 002 /J.A/04/2000
JAKARTA, 14 APRIL 2000
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Negara Indonesia adalah negara hukum, bukan berdasarkar
kekuasaan. 0Oleh karena itu hukum merupakan rPanglimanya dalar
gerak pembangunan di Negara Indonesia, sedangkan kekuasaan
merupakan pelaksana dan Penentu dalam pembangunan. °

Berdasarkan Garis—Garis Besar Haluan Negara 199§ {TAP MPR
Nomor : IV/MPR/1999), khusus yang menyangkut bidang hukum
antara lain menetapkan hahwa Penyuluhan Hukum dan Keteladanan
Aparat Penegak ~hukum  terus ditingkatkan agar tercapai
kemantapan kadar ‘kesadaran hukum masyarakat sehingga setiap
anggota masyarakat ‘menyadari dan menghayati secara serasi akan
hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta +terbentuk
prilake warga negara yang bail. ) _

Kejaksaan merupalkan salah satu Instansi Penegak Hukum dj
bidang keteftiban dan ketentraman umum, turut menyelenggarakan
kegiatan peningkatan kesadaran bukum masyarakat. Dalam usaha
membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yYang
merupalkan tanggung jawab Nasional, Kejaksaan +telah melakukan
Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum dengan menjalin kerja
sSama déngan instansi terkait antara lain Departemen Dalam
Negeri. '

Disamping Penyuluhan Hukum dan 'Penerangan Hukum,
Rejaksaan membentuk: Pos Penyuluhan/Penerangan Hukum terpadu
(Poskumdu) dengan instansi lain dan organisasi kemasyarakatan.
Hal tersebut dimaksudkan agar masyvarakat lebih‘mudah dan cepat
untuk wmelakukan konsultasi hukum.

FLE T I « ¥ L

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan
Penerangan Hukum yang dilakukan oleh Pusat’ Penerangan Hukum
menunjukan lebih dari 60 % Jumlah desa/kelurahan di seluruh
Indonesia telah diberikan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum
tentang beberapa pgraturan—peraturan, khususnya yang menyangkut
kehidupan masyarakat sehingga telah kelihatan hasilnya. o

Pada :téhun 1995 Penyuluhan Hukum dan . Penerangan Hukum
pelaksanaannya ditingkatkan menjadi Program Pembinaan
Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) . Adapun . kegiatan Penyuluhan

Hukum dan Penerangan Hukum program BINMATEUM merupakan bagian
dari tugas pPreventif. ~
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Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum program BINMATKUM
dalam pelaksanaannya masih terdapat adanya berbagai kekurangan
dan kelemahan yang disebabkan kurangnya sarana, prasarana

serta sumber daya manusia. Oleh karena itu perlu adanya
peningkatan kinerja agar kegiatan Penyuluhan Hukum dan
Penerangan Hukum program BINMATEUM dapat terlaksana secara

optlmal dan bertanggung jawab.

Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum adalah merupakan
tugas yang mulia, oleh karena itu harus disukseskan dan
diharapkan kepada para petugas Jaksa maupun Tata Usaha yang
ditugaskan untuk itu harus mempunyai kedewasaan 1ntelektual dan
1ntegr1tas yang +tinggi, sehingga usaha men1ngkatkan kadar
kesadaran hukum masyarakat dan terbentuknya perilaku anggota
masyarakat Indonesla yang taat hukum menjadi kenyataan.
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1. Ketetapan MPR RI Nomor @

:Keﬁutusan~ Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor - :

. Keputusan Jaksa Agung Republik_'indonsia- Nomor :

BAB II

DASAR PENYELENGGARAAN

/

IV/MPR/1999 tentang Garis-garis

Besar Halﬁan Negara.

Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia. -

Py

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 1999

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik

; Indonesia. - - : »
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Feputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-
115/7.4/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan

' Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik /Indonesia.
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015/J.A/3/1995

Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum.

tanggal 22 Maret 1995 +tentang® Pelaksanaan

KEP-

087/J.A/8/1988 tanggal 5 Agustus 1988 tentang Pola Operasi

" Bidang Intelijen dan Pola Operasi Masalah Intelijen.

i
PRIN-

Pos

Sﬂfat.berintathaksa Agung Republik Indonesia Nomor :

041/D/T/8/1988  +tanggal 5 Agustus 1988 +tentang

* Penyuluhan/Penerangan Hukum Terpadu (POSKUMDU).
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PENYELENGGARAAN PROGRAM/KEGIATAN

'Hengingat Pelaksanaan Kegiatan Program Pembinaan
Masyarakat Taat Hukum {BINMATKUM) adalah berkaitan erat dengan
tugas—-tugas Intelijen Kejaksaan, yaitu melaksanakan tugas
penegakan hukum secara preventif sebagai salah ' satu upaya
pengamanan dan penggalangan untuk tetap’ terpeliharanya
penegakan hnlim di Negara Republik Indonesia, maka pelaksanaan
kegiatan  Program Pembinaan Masvarakat Taat Hukum { BINMATEUM)
harus dilaksanakan secara optimal.

Guna mendﬁkung tugas sebagaimana tersebut di atas, maka
Program Pembinaan ' Masyarakat Taat Hukum ( BINMATKUM )
dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :-

1. Penyuluhan Hulkum, dengan sasaran pada umumnya masyarakat di
pedesaan yang terdiri dari : petani, pedqgané, pengrajin,
masyarakat maritim, santri, masyarakat suku pedalaman (Eubu,
Mentawai, Badui, Bajo, Tengger, Sasak), serta masyarakat
yvang bertempat tinggal di daerah-daerah perbatasan dengan

\l -

negara tetangga dan lain—-lain.

2., Penerangan Hukum, dengan sasaran pada umunmriva masyarakat
perkotaan yang terdiri dari : '

- Aparatur negara yaitu Pegawai Negeri, di suatu instansi
pemerintah, termasuk unsur penegak hukum di laut sepe;ti

KAMLA (TNI-AL, Bea dan Cukai, Imigrasi, Syahbandar, KPLP),
Pegawai BUMN/BUMD dan lain-lain.

- Organisasi Kemasyarakatan (PKX, Dharma Wanita, LSM: KEADIN,
0SIS, Pramuka, KNPI, Organda dan lain-lain).

- Tokoh Hasyarékat (Pemmka agama, Tokoh adat, Alim Ulama dan
lain-Tain). -

-t

3. Posiumdu, merupakan bagiah‘ dari pelaksanaan program
BINMATKUM yang dibentuk dan didirikan disuatu tempat dalam
bentuk bangunan dengan segala perlengkapannya &ang siap
meneriﬁa permasalahan hukum yang disampaikan oleh anggota
masyarakat selanjutnya diberikan Jjawaban atau petunjuk
. pemecahannya’ oleh petugas.

Untuk berhasilinya kegiatan  Penyuluhan Hukum - dan
Penerangan Hulkum dengan baik, agar dilakukan penjajakan
terlebih dabulu untuk menentukan lokasi yang-diﬂadikan sasaran
pelaksanaan kegiatan dan materi hukum yang . akan disampaikan.
Penentuan lokasi dan materi hukum yang akan disampaikan pada
tahap penjajakan ini dizesuaikan dengan tingkat kerawanan/
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kebutuhan daerah yang dijadikan sasaran kegiatan.Begitu pula
agar mencapai hasil yang optimal, matefi hukum yang akan
disampaikan agar dipersiapkan secara tertulis.

Kemudian sesuai dengan harapan BAPPENAS untuk setiap
pelaksanaan Penyuluhan 'Hukum dan atau Penerangan Hukum agar
dilaporkan jumlah desa dan Jumlah audiencenya dan diharapkan
dapat menjangkau anggota masyarakat di seluruh Indonesia.

Sedangkan Poskumdu ‘tetap harus dioperasionalkan dan apabila
Poskumdu yang ada dirasa sulit Pengoperasionalnya maka segera

ditarik ke Kejari maupun Cabjari dengan segala'pérlengkapannya.
kemudian papan nama {(plang) yang bertulisan Poskumndu agar
dipasang di depan Kantor Kejari maupun Cabjari. '

A. Beberapa pengertian

1. Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) adalah nama
program Penyuluhan Hukum dan Peneran%an Hukum yang
meliputi seluruh’ kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan
Hukum yang diselenggarakan Kejaksaan dalam rangka membina
dan meningkatkan kesadaran hulkkum masyarakat supaya

i=_mgntaati hukum.

2. Penyulﬁhan Hukum ialah suatu kegiatan'penyampaian materi
hukum/materi perundang-undangan yang terencana dan
terorganisir yang pada  umumnya dilaksanskan terhadap
masyar-2kat pedesaan, agar mereka mengetahui, memahami dan
melaksanakan ketentuan-ketentuan yang .terkandung dalam
berbagai peraturan perundang-undangan. .

' 3. Penerangan Hukum ialah suatn kegiatan Penyampaian materi
hukum/materi Perundang-undangan yang téréncana dan
terorganisir yang pada umumnya dilaksanskan terhadap
aparatur negara, organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh
masyarakat dan. lain-lain, yang pada umumnya berada di
perkotaan,s agar mereka lebih mengetahui, memahami dan
melaksanakap keténtuanéketentuan yang terkandung dalam
berbagai peraturan rerundang-undangan.

' 4. Kesadaran hukum ialah nil&i—nilai yang hidup dalam diri
Seseorang tentang hukunm yYang meliputi :

"+- © = Pemahaman tentang hukum :
- Penghayatan hukum’ ;
. ~.Kepatuhan/ketastan hukum.

masalah kesadaran hukum seseorang berkaitan erat dengan
masalah proses bathin atau proses kejiwaan Orang yang
bersangkutan. Oleh karena itu, wusaha membina dan
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat bukanliah
merupakan suatu proses yang sekali jadi atau siap pakai,
melainkan memerlukan suatu proses Jangka panjang dan
harus dilaksanakan secara berlanjut dan berkesingmbungan.
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Misi Kejaksaan sebagaimana yang dimaksud dalam Repelita
Kejaksaan R.I. ialah :

-~ Mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagail
falsafah hidup bangsa Indonesia terhadap usaha-usaha
vang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan

bermaasyarakat., berbgngsa dan bernegara.

- Mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan
dan kebenaran berdasarkan hukum, dan mengindahkan

norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan =serta

wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan .

keadilan yang hidup dalam masyarakat,

- Terlibat sepenuhnya dalam proses mendulkung dan
mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

~ Menjaga dan menegakan kewibawaan pemefintah dan Negara.
~ Melindungi kepentingan  -rakyat melalui ﬂenegakan hukum.

Program terpadu dengan instansi lain ialah Penyuluhan
Hukum dan Penerangan Hukum yang dilaksanakan bersama-sama
dengan instansi lain, misalnya Departemen Dalam Negeri,
Departemen Pertanian, Departemen Kehakiman, TNI Angkatan
Darat, TNI Angkatan Laut, Departemen Kehutanan serta

. Dirjen Bea dan Cukai.

Masyarakat pedesaan ialah mereka yang bertempat tinggal
di desa seperti Petani, Pengrajin, Pedagang, Para Santri,
Masyarakat Maritim, Masyarakat Suku Pedalaman, antara
lain Suku Badui, Kubu, Mentawai, Asmat, Sasak, Tengger
dan masyarakat vang bertempat tinggal di daerah
perbatasan dengan negara tetangga. ‘ .

Aparatur negara adalah seluruh pejabat’ negara dan
pemerintah yang secara efisjiensi dan efektif melaksanakan

_tanggung - jawab atas penyelenggaraan negara - dan
- pem

s a ATt

4
angunan.
i LR M

Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk
oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia

. M. -
secara suka rola atas dasar kesamaan kegiatan, profesi,

fungsi, agama dan kepercayvaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa untuk berperan serta dalam wadah pembangunan guna
mencapai tujuan nasional dalam wadah negara kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

:undang Dasar 1945.

Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang ditokohkan oleh
anggota masyarakat setempat sebagai panutan karena suatu

agama dan Kepala Suku/Adat.

~

. keahlian dan pengalaman yang dimilikinya! misalnya pemuka

i
h ”\f-l :
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Apafat Keamanan Laut adalah setiap aparatur negara yang
mempunyai wewenang melaksanakan pengamanan dan penegakan
hukum di laut seperti TNI Angkatan Laut, Bea dan Cukai,
Satpol Air; Imigrasi, Perikanan, KPLP dan lain-lain.

Masyarakat maritim adaliah masyarakét yang bermukim di

pesisir/pantai, pulau—-pulau dan orang-orang vang
mempunyai kegiatan usaha sebagai mata pencaharian di laut

seperti nelayan, pengusaha perikanan, pengusaha angkutan
penumpang/barang-dan lain-lain.

Desa binaan adalah suatu desa yang telah mendapat
Penyuluhan Hulkum secara berkesinambungan dan dinilai oleh
Kajari dan Kacabjari yang bersangkutan ‘telah mempunyai
kesadaran dan ketaatan hukum vang +tinggi dan dapat
dijadikan contoh bagi desa-desa yang laini

" B. Méksud{ Tujuan dan Manfaat :

Maksud @
B2 i

Untuk memantapkan kadar kesadaran hukum masyarakat

sehingfa setiap anggota masyarakat menyadari dan
menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Tujuan :

Untuk .meﬂingkatkan efektifitas pelaksanaan tugas

preventif Kejaksaan, serta untuk meningkatkan kualitas
dan kuantitas dalam melayani kebutuhan masyarakat di
bidang hukum agar mereka mengetahui apa yang menjadi hak
dan kewajibannya sebagali warga nrgara dalam rangka
tegaknya supremasi hukum yang pada gilirannya akan

terbentuk perilaku anggota masyarakat Indonesia yang taat
hukum.

oonet

e Ty

'r;—' (- i rl‘ ity
Manfaat,:,

Deﬂgan dilaksanakannya Penyuluhan Hukum dan ?enerangan
Hukum akan diperoleh manfaat sebagai berikut :

A. Timbulnya motivasl masyarakat untuk berpartisipasi
dalam pembangunan. ’

b. Masyarakat lebih berani menyampaikan permasalahan yang
dialami dalam kehidupan sehari-~harinya, sehingga
mendukung tegaknya hukum yang berkeadilan sesuai

dengan apa yang dikeheqdaki dalam Garis—-Garis Besar
Haluan Negara (GBHN).
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C. Tugas,'Fungsi dan Metode Pendekatan :

1. Tugas : - ' ‘

'F ungsi -

P It N LA T} ;-
’Metodefpendekatan“:

a. Menyampaikan berbagai ketentuan tentang Perundang-
undangan dan hukum kepada masyarakat yang berada di
predesaan Maupun di perkotaan, baik diminta maupun
tidak diminta,“sedangkan materi hukum yYang disampaikan

itu adalah yang benar-benar diperlukan masyarakat
setempat.

- b. Membantu Pemerintah Daerah untuk nemasyarakatkan hukum

di daerahnya dalam usaha membangun daerah menuju
Pembangunan nasional. ’

o
Ty,

a,-Sébagai'safanh berpartisipasi Instansi Kejaksaan dalam
. membina  dan meningkatkan kadarp kesadaran  hukum
masyarakat, supaya mentaati hukum.

b. Sebagai sarana untuk berkomunikasi antara Pemerintak
dengan masyaralnt serta antara warga masyarakat itu
- sendiri untuk menyampaikan informasi mengenai hukum,

c. Sebagai sarana penggerak  yang akan menggugah

masyarakat untuk bersikap dan berperilaku Yang lebih
tertib dan taat pada hukum sehingga usaha ini
sekaligus menumbuhkan Disiplin Nasional .-

a. Persuasif, artinya petugas dalam menyampaikan materi

Penyuluhan dan Penerangan Hukum harus mampu meyakinkan
masyarakat, sehingga mereka merasa tertarik dan
menaruh perhatian terhadap hal-hal Yang disampaikan.

r

b. Edukatif, artinya petugas harus bersikap, berperilaku
dan bertindak sebagai pendidik yang penuh kesabaran

dan ketelkunan membimbing anggota masyarakat ke arah
. Peningkatan kesadaran hukum.

c.:Komunikatif,i artinya petugas pada waktu melaksanakan
penyuluhan hukum danp bPenerangan hukum, harus mampu
berkomunikasgi menciptakan suasana Penuh .kekeluargaan
dan keakraban sehingga tercipta/berlangéung dialog.
Dengan keadaan seperti ini, maka tidak ada rasa takut
dan Began sehingga mereka akan mengajukan
pPermasalahan-permasalahan mereka yang dialami dalam
kehidupan sehari-~hari dengan bebas,



RALIK '
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w

f
. d. Akomodatif, artinya petugas haryg mampu menampung /

mengakomodasikan dan memberi jawaban/jalan keluar

S ) b, Kegiatan Administrasi :
Untuk ‘mendukung keéiatan Penyuluhan Hukum dap Penerangan

Hukum Prog;am BINMATKUM, dari segi adminfstrasi perlu
dipersiapkan :. .

1. Peta wilayah hulunm dari masing—masing Kejaksaan Tinggi,
Yang kenggambarkan . Jumlah Kabupaten/Kotamadya dan
Kecamatan, sedangkan untuk Kejaksaan Negeri dan Cabang

B Kejaksaan Negeri, menggambarkan banyaknya Kecamatan serta
-Desa/Kelurahan Yang ada di daerahnya,

Peta Yang digunakan oleh Departemen Pekerjaan Unum atay
Dinas Pekerjaan Unmum (DbPU) setempat, sehingga terlihat
dengan Jelas kondisj daerah yang bersangkutan ‘yang
terdiri dari lembah, bukit, Sungai dan laijp sebagainya,
Peta ini juga bermanfaat dalam nembuat Rencana Kegiatan,

=~ : Setiap triwulan harus terlihat tanda-tanda sebagai

e !' Hijan untuk‘Desa/Kelurahan yang telah disuluh
i Hijau ! sejak tahun 1987, .

H ! {(untuk Desa/Kelurahan yang telah disulyh ulang
fm—-——t!  agar diberi angka didalap lingkaran hijau).

Lo . Peta ﬁilayah hukum dimaksud, kemudian diperkeci] dan
’ dilampirkan dalam setiap laporan triwulan dan laporan
tahunan (contoh terlampir). Oleh karena datanya Setiap

triwulan berubah, maka peta wilayah hukumn triwulan

L

LIRS
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-, 2. Ordner yang digunakan antnlk menyimpan surat-surat./
petunjuk yang diterima dari Kejaksaan Agung (PUSLUHKUM)
: maupun dari Kejaksaan Tinggi vang bersangkutan,

. sehubungan pelaksanaan Program BINMATEUM.
: 3. Satu buah white board berisi Rencana Kegiatan Penyuluhan

Hukum dan Penerangan Hukum selama satu tahun kerja
(contoh terlampir).

a. Rencana Kegiatan Penyuluhan Hukum, ‘supaya memuat hal-
hal sebagai berikut :

~ Desa/Kelurahan sasaran kegiatan.
- Jumlah penduduk.
- Jumlah audience/peserta.
-, = Waktu pelaksanaan.
: - Materi hukum. .
i ..* Alasan ditetapkan menjadi sasaran.
) - Kerja sama dengan instansi lain.
(%f ¥ -~ Nama petugas,
““-”5'":'1Keterangan.,

Hoad

"b‘ Rencana Keglatan Penerangan Hukum, agar memuat hal hal
sebagal berlkut

) I sswt . r‘*; “ i rgqi L
_ f"ahe"aJ Sasaran’ keglatan.~
- " =" Jumlah audience/peserta.’
.. = Waktu pelaksanaan.
,m__n_- ‘Materi. hukum.
e SR +=" Alasan ditetapkan menjadi sasaran.
_ : . ~ Kerja sama dengan instansi lain. g
’ ' ~ Nama petugas.
Lm e T Keterangan.
Ja,."tltr-: TN -l-~h,p e :’,1--»,; N X . . . '
- Untuk menyusun Rencana Eegiatan ini harus dlketahul
¢ berapa .’ kali kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan
Hukum dilaksanakan dalam tahun anggaran yang

o : . bersangkutan.  (disesuaikan dengan PO DIP).

]
?

" 4. Satu papan “data yang dipergunakan untuk membuat data
statistik Penyuluhan Hukum dan satu papan data yang

dipergunakan_ untuk membuat data statistik Penerangan
' "H‘l.lkllm. AR GRS NN ) .

! z"‘u AR BT ant owtes - . ’ .

Statistik "dibuat dalam bentuk grafik batang yang
menggambarkan banyaknya desa/kelurahan dan banyaknya
anggota  masyarakat yang dapat disuluh dan diberi
penerangan hukum setiap tabunnya, sedapat mungkin data
sejak tahun 1981 sampai sekarang.

'Sedangkan yYang dilampirkan dalam setiap pembuatan Laptri
adaiah grafik pertriwulan. yang berlanjuﬁ dalam setiap
tahun kerja. Grafik tersebut menggambarkan jumlah yang

direncanakan 'dan jumlah yang daﬁat direalisasikan.

. . ”
Y P ST R : .
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~

5. Satu papan data yang dipergunakan untuk foto dokumentasi

kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum untuk
tahun berjalan, dengan diberi keterangan waktu, lokasi,
materi yang disuluhkan, para petugas pelaksana dan jumlah
audience untuk masing-masing kegiatan.

Sedangkan foto dokumentasi tahun-tahun sebelumnya
disimpan dalam ordner tersendiri dengan dibedakan pada.
setiap tahun kegiatan. '

E. Kegiatan kerjasama Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum
dengan Instansi lain :

1.

Kegiatan KerJnsama Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum
dengan Instansl Terkalt.,

Dalam melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum dan
Penerangan Hukum dapat menglkutsertakan petugas dari
Instansi lain, misalnya : PEMDA, BPN, Pengadllan Negeri,
Kepolisian, Departemen Agama dan lain-lain.

Kegiatan Kerjasama Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum
dengan Instansi lain sesuai dengan Piagam Kerjasama atau
Keputusan Bersama - yang ditandatangani oleh Jaksa Agung
R.I, dengan Pimpinan Instansi yang bersangkutan, yaitu :

a. ﬁenéaﬁlDépartemed Dalam Negeri.

Dasar hukumnya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor : 18 Tahun 1988 tanggal 14 Nopember 1988.

b. Dengan TNI, ABRI Masuk Desa (AMD).

N
Dasar hulumnva dapat dlpedomanl Surat Jaksa Agung R.T.
Nomor B—704’“!DKS/04/1089 tanggal 25 April 1989
tentang Xeikutsertaan Program JMD Dalam Kegiatan
Program Terpadu Manunggal TNI ABRI Masuk Desa.

c. Dengan Departemen Pertanian.

A

Dasar hukumnya, supaya dipedomani Piagam EKerjasama
. yang  ditandatangani Jaksa Agung RI dan Menteri
.Pertanian RI tanggal 14 April 1994.

d. Dengan TNI Angkatan Laut. : :

Dasar hukumnya adalah Piagam Kerjasama yang
ditandatangani oleh Jaksa Agung RI dengan Kepala Staf
. TNI Angkatan Laut tanggal 19 Mei 1994.

Teknis Pelaksanaan Kerjasama Penyuluhan Hukum dan
Penerangan  Hukum dengan Instansi tersebut di atas sudah
diatur dalam Piagam Kerjasama.
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Namun kenyataannya, bahwa kegiatan kerjasama tersebut
belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, oleh karena
itu diminta kepada Xejaksazan di daerah-daerah dapat
bertindak sebagai penggerak, sehingga kerjasama yang
telab disepakati bersama dapat terlaksana dengan baik.

F. Kegiatan Penyuluhen Hukum : :

1.

Penyelénggaraan : .

a. Kegiatan Penyuluhan Hukum Program Pembinsan Masyarakat
Taat Hukum (BINMATKUM) dilaksanalkan mulai tanggal 1
April +tahun 2000 sampai dengan tanggal 31 Desember
tahun 2900.“‘ '

b. Kegiatan Penyuluhan Hukum dilaksanakan oleh Cabang
-Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Negeri. '

¢. Kegiatan Penyuluhan "Hukum dilaksanakan di tempat
periemuan umum/balai desa atau tempat pertemuan
sejenis lainnya, mnamun bilamana ‘dirasakan sulit
mengumpulkan anggota masyarakat; dimungkinkan
dilaksanakan dari rumah ke rumah (door to door visit).

d; Kegiatan benyuluhan Hukum dilaksanakan oleh petugas
Kejaksaan baik Jaksa maupun Tata Usaha yang menurut
penilaian Pimpinan mampu melaksanakan Penyuluhan
Hultum, apabila dimungkinkan dapat diikut sertakan
anggota masyarakat dari desa binaan."

e. Dalam sétiab kegiatan Penyuluhan Hukum, para petugas
Penyuluh dibenarkan memakai pakaian ‘seragam dinas
Kejaksaan dan harus mampu berinteraksi dengan
masyarakat sekeliling berlandaskan keterpaduan,
kebersamaan, keterbukaan dan keakraban.

Cara dan Teknik Penyuluhan Hukum :

a. Kegiatan Penyuluhan Hukum dilakukan dengan cara
Ceramah, Temu wicara, Sarasehan, Sambung rasa, Cerdas
cermat Hukum dan dilanjutkan dengaﬂ tanya jawab atau
diskusi sehingga terbuka kesempatan seluas-luasnya
kepada - anggota masyarakat untuk . menyampaikan
permasalahan hukum yang dialaminya dalam kehidupan
sehari-hari. Selain itu dapat juga dilaksanakan dalam
bentuk sandiwara, pertunjukan film, sinetron dan dalam
bentuk lainnya sesuai kondisi masyarakat setempat.’
Untuk -lebih memasyarakatkan hukum kepada masyarakat
supaya diusahakan penyﬁmpaiannya dilaksanakan dengan
cara simulasi, siaran radio Pemerintah Daerah setempat
(Media Elektronik, Media Cetak dan lain-lain).
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Materi hukum® vang disampaikan dan diserap anggota
masyarakat pada waktu penyuluhan hukum dilaksanakan,
diharapkan dapat disebarluaskan (digetoktularkan)
kepada anggota masyarakat lainnya yang ‘tidak hadir
pada waktu penyelenggaraan kegiatan penyuluhan hukum.

3. Petugas - Pelaksana Penyuluhan Hukum : o

Petugas Penyulﬁh harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut :

d.

. yang tlnggl.

L fth

Selain menguasai dan memahami materi hukum yang =akan
disajikan juga memahami adat kebiasaan masyarakat
setempat.

Sedapat mungkin menguasai bahasa daerah setempat.

Mempunyai kemampuan untuk mengungkap materl Penyuluhan
dengan jelas, dengan bahasa yang sederhana dan mudah
dimengerti  serta mudah dipahami oleh anggota

masyarakat.
LT ARt

Berpenampllan tertib, sopan, tidak angkuh, tidak
sombong serta memiliki profesionalitas dan disiplin

(R
Penyuluh seyogyanya melaksanakan penyuluhan sedemikian

rupa sehingga dirasakan oleh)masyarakat yang disuluh
bahwa hukum berfungsi sebagai "Pelindung dan Pengayom

J-masyarakat" bukan untuk ditakuti.

: Sasaran dan 1oka31 H

Sasaran keglatan Penyuluhan Hukum adalah masyarakat yang
masih kurang memahami hukum dan bertempat tinggal di

daerah pedesaan (petani, pengrajin, pedagang, para
santri, masyarakat maritim juga suku pedalaman antara
lain : Badui, Kubu, Mentawai, Asmat, Sasak dan Tengger

serta masyarakat yang bertempat tinggal di daerah
perbatasan Irian Jaya dengan Papua Nugini, Kalimantan
Barat dengan Malaysia Timur, Kalimantan Tengah dengan
Brunai Darusalam dan lain-lain), dengan alasan antara
lain :

a.

Kenyataan menunjukan bahwa sebagi&n besar penduduk
yang bertempat tinggdl di desa . masih kurang

' memahami hukumn.

Letak wilayah pedesaan terpencar-pencar dan terpencil
@i kaki bukit/gunung, ditepi pantalj dan pulaﬁ—pulau
vang pada hakekatnya tingkat pengetahuan hukumnya
relatif masih rendah.
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c. Umumnya mereka yang bertempat tinggal di desa kurang
berkesempatan memperoleh pengetahuan di bidang hukum,
~sehingga mereka mudah di eksploitasi oleh orang/

golongan tertentu vyang mencari keuntungan pribadi/
golongan.

Waktu Kegiatan Penyuluhan Hukum @ v

a. Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan sesuai dengan
Rencana Kegiatan yang telah disusun dalam Triwulan I.

b. Waktu pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukun hendaknya
disesuaikan sedemikian rupa, sehingga masyarakat bisa
berkumpul sebanyak—banjaknya dan diupayakan tidak
mengganggu waktu mencari nafkah.

Materi Péﬁyuiuhan Hukum : Y

Maﬁeri hukum yang disampaikan adalah :

a. Peraturan perundang-undangan nasional antara lain
- v berupa :: . :

1). Kitﬁﬁjﬁgdhng—undang Hukum Pidana (KUHP.).

.2). Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3). UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

4). UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

5). UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan
. MPR, DPR dan DPRD.

6). Undahg—ﬁnﬂang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960).
7). Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974).
8). Undang-undang Kejaksaan (UU No. 5 Tahun 1991).

9). Undang-undang Pengelolaan Lingkﬁngan Hidup
(UU No.23 Tahun 1997).

'10) . UU Narkotika (UU No.22 Tahun 1997).
11). UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan {(UU No.14 Th.92)

12). UU tentang Kesejahferaan Anak/Penelantaran dan
Penyalahgunaan Anak (UU No. 4 Tahun 1990).

13).

UU Pariwisata (UU No. 9 Tahun 1990).
14). UU Perikanan (UU No. 9 Tahun 1985).

- 15). UU Keimigrasian (UU No.9 Tahun 1992). !
16); UU Psikotropika (UU No.5 Tahun 1997). ,
17). UU Benda Cagar Budaya (UU No. 5 Tahun 1992).
1i8). UU EKonservasi Sumber Daya AYam Hayati dan

Ekosistemnya (UU No. 5 Tahun 1980).
19)}. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

20). UU No. 9 Tahun 1998 tentang mengeluarkan pendapat
: di muka umum.
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b. Peraturan Daerah Tingkat I, Tingkat II seperti : Pajak

Daerah, IMB, Pajak Radio, Ijin Penambangan/galian,

" minuman keras dan lain-lain N

c. Peraturan perundang-undangan lainnya yang dipandang

perlu sesuai dengan kebutuhan huicum masyarakat
setempat. ) '

Pentahaﬁan Penyﬁluhan Hukum :

Pgnyelenggaraan kegiatan Penyuluhan Hukum Program
Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUH)'.dilaksanakan

_dﬁlam 3 (tiga) triwulan, agar kegiatan benar-benar

terencana, terarah dan terorganisir sesuai dengan jadwal
yang telah ditetapkan.

Tahapan penyelenggaraan kegiatan dimaksud adalah sebagai

'beqikdt.:nr beotyr

bl

.7.1. Dalam Triwulan I ( April - Juni )

a. Menyusun/membuat Rencana Kegiatan {RENGIAT)
Penvuluhan Hukum antara lain :

- Mempersiapkan sasaran dan lokasi Penyuluhan
Hukum untuk selama satu tahun kerja yaitu
Triwalan I, II dan III.

.~ Sasaran dan lokasi diFetapkan dengan
. memperhatikan :

* Data Perkara yang diterima dari Penyidik.

* Data kriminalitas yang terjadi di Desa baik
kuantitas maupun kualitasnya.

* EKetaatan masyarakat terhadap hukum.

¥ Pola budaya, karakteristik dan adat istiadat

- masyarakat desa. A

Problematik yang menonjol di Desa.

*¥ Trend perkembangan masyarakat desa, misalnya
dari masyarakat agraris 'menjadi industri,
tradisional menjadi modern dan sebagainya.

»*

~ Mempersiapkan sarana dan prasarana.

Mengkoordinasikan Rencana Kegiatan Penyuluhan
Hukum dengan instansi terkait yang akan ikut
serta berpartisipasi melaksanakan Luhkum.

Merencanakan jumlah audience yang akan disuluh.

‘Mempersiapkan materi yang akan disajikan.

- Hemperéiapkan petugas yang akan melaksanakan
;. Penyuluhan Hukum.
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b. Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Hukum sesuai

dengan jadwal yang telah ditentukan dalam
triwulan I. )

c. Membuat visualisasi data :

.= Membuat Peta Wilayah Hukum Kejaksaan vang
bersangkutan yang diberi tanda-tanda desa yang
sudah disuluh (warna hijau), akan disuluh
(warna kuning) dan yang belum disuluh (warna
biru). :

- Membuat statistik kegiatan Penyuluhan Hukum
yang menggambarkan banyaknya Desa/Kelurahan dan
anggota masyarakat yang menerima Penyuluhan
Hukum dalam Triwulan I.

0
TR e

o

- Membuat foto dokumentasi kegiatan Penyuluhan
" %;Hukum.
A '-'- -:HJUI Nl ;

d. Membua* dan menyampaikan laporan yang memuat

keglatan—kegiatan &ang dilaksanakan selama
triwulan T, termasuk Rencana Keglatan untuk satu
" tahun.

f!’i'!l‘l':‘n‘ . &

fﬁalémlfffaﬁiﬁﬁ II ( Juli - Sepﬁember )

. . ! " H
a, Melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum terhadap

sasaran yang belum diselesaikan dalam Triwulan I,
dilaksanakan pada bulan pertama Triwulan I
sebelum melaksanakan kegiatan Triwulan IT.

b. Hélaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum sesuai

dengan Rencana Kegiatan yang telah dibuat dalam
Trlwulan I

[ L R ¥ !aS
'- a !

C. Membuat v1suallsa31 data.

d. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan
kegiatan Penyuluhan Hukum dalam triwulan II.

'Dalém‘Tpiwulan ITTI ( Oktober - Desgmbér )

/ . . 4
a. Melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum terhadap
sasaran yang belum diselesaikan dalam Triwulan
IX, dilaksanakan pada bulan pertama Triwulan III
sebelum melaksanakan kegiatan Triwulan ITX.
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b. Melaksanakan kegiatan Penyuluhan ‘Hulkum sesuai
) dengan Rencana Kegiatan yang telah dibuat dalam
! . ™ ’ :
Triwulan I.

c. Melakukan "Check and Re-check" terhadap sasaran
Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan dalam Triwulan
I dan 1I. '

' d.- Membuat visualisasi data.

e. Membuat dan menyamﬁaikan laporan pPelaksanaan
kegiatan Penyuluhan Hukum dalam triwulan III dan
hasil pelaksanaan "Check and Re-check".

7.4, Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan

Penyuluhan Hukum selama satu tahun kerja.

(2; G. Kegiétéﬁ_ﬂénéfaqginfHukum :

1.‘Péﬁ§éléhgg

a.

W :
ek U A
A !

iraan : -

Kégiatén Peﬁérangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat

Taat Hulum (BINMATKUM) dilaksanakan mulaj
April tahun
ﬁahup ZOOOr

tanggal 1
2000 sampai dengan tangggl 31 Desember

o 5 A

b.ll

Kégihtan Penerangan Hukum dilaksanakan- oleh Cabang
Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi
dan Pusat Penyuluhan Hukum.

. A L
Wi P N T A PR yoF L i

AT L 4 !
Kegiatan' 'Penerangan Hukum dilaksanakan di

tempat
pertemuan umum, Kantor Instansi kPemegintah. Kantor-
kantor Swasta ataupun disuatu tempat lainnya' sesuai

kesepakatan bersama dengan kelompok sasgréh yang
menerima Penerangan Hukum.

e, 8 2

akan

-

Kegiatan Penerangan Hukum dilaksanakan
Kejaksaan baik Jaksa maupun Tata Usaha
penilaian Pimpinan mampu
Hukum, ataun

oleh petugas
yang menurut
melaksanakan Penyuluhan
Jika dianggap perlu - dan kondisinya
mengizinkan tenaga dari luar Kejaksaan- dapat diundang
sebagai .penceramah. ‘

Dalam =setiap kegiatan Penerangan Hukum, pafa
Penyuluh ~dibolehkan memakai
Kejaksaan dan harns berinteraksi
masyarakat sekeliling berlandaskan

kebersamaan, keterbukaan dan keakraban.

petugas
pakaian )'seragam dinas

mampu dengan

keterpaduan,



i
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2. Cara dan Teknik Penerangan Hukum :

a. Kegiatan Penerangan Hukum dilakukan dengan cara
Ceramah, Temu wicara, Sarasehan, Sambung rasa, Cerdas
cermat Hukum dan dilanjutkan dengan tanya jawab atau
diskusi sehingga terbuka kesempatan seluas-luasnya
kepada sudience untuk menyampaikan permasalahan hukum

baik yang dialaminya dalam kehidupan sehari-hari
maupun Trend permasalahan hukum saat ini. Selair itu
dapat juga' dilaksanakan dalam bentuk sandiwara,

pertunjukan film, gsin~tron dan dalam:ﬁentuk lainnya.

Untuk lebih memasyarakatkﬁn hukum képada masyarakat
supaya diusahakan penyampaiannya dilaksanakan dengan
cara simulasi, sjaran radio Pemerintah Daerah setempat

{(Media Elektronik, Media Cetak dan lain—lain).

b. Materi hukum yang disampaikan dan diserap andience
pada waktu penerangan hukum dilaksanakan, diharapkan
dapat disebarluaskan (digetoktularkan) kepada anggota
masyarakat lainnya yang +tidak hadir pada waktu

 penyelenggaraan kegiatan penerangan hukum.

ad b e e

L it AT she o wabe iy .

Peﬁﬁgas Pelaksana Penerangan Hukum :

Petugas Penerangan Kukum harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut :

a. Menguasal dan memahami materi hukum yang akan

' Qisajikan.f
b. Sedapat mungkin menguasai bahasa daerah setempat.

c. Mempunyai kemampuan untuk ﬁengungkap materi Penerangan
Hukum dengan jelas, dengan bahasa yang sederhana dan
mudah dimengerti serta mudah dipahami. oleh peserta

.penerangan hukum.
/s RS L N

d. Berpenampilan tertib, sopan,. tidak angkuh, tidak
sombong serta memiliki profesionalitas dan ~disiplin
‘yvang tinggi. .

e. Petugas dalam nelaksanakan penerangan hukum seyogyanya
bersikap sedemikian rupa sehingga dirasakan oleh
peserta penefangan’hukum bahwa hukum berfungsi sebagai
"Pelindung dan Pengayom masyarakat" bukan untuk
ditakuti. ’

a3
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4; Sasaran dan lokasi '
Tk 4,1. Sasaran

Héngingat majemuknya profesi anggota masyarakat di
. perkotaan, maka Sasaran Penerangan Hukum
' dikelompokan sebagai berikut :

a. Aparatuf negara termasnk BUMN, BUMD serta unsur

aparat penegak hukum di laut yang tergabung dalam
KAMLA dan lain-lain.

b. Organisési kemasyarakatan yvang dibentuk oleh
anggota masyarakat atas dasar kesamaan kegiatan,
profesi, fungsi dan agama, sepertl KNPI, Pramuka,
Dharma Wanita, PKK, LKMD, KADIN, Organisasi Warga

) ?Eé ) negara Turunan Asing dan lain-lain.

c. Tokﬁh—tokoh masyarakat seperti alim ulama/pemuka
agama dan Tokoh Adat/Suku.

d. Daﬂ 1aiﬁ sebagainya.

% . ) 4.2:’ﬂ‘o kasi

Kegiatan Penerangan Hukum dilaksanakan di :
a. Ihukbia E;opinsi.

b, TIbukota Kabupaten/Kotamadya.

N

c. Ibukota Kota Administratif (Kotif).

d. Ibukqta Kedamatan.

5. WakﬁuxKegiafan Penerangan Hukum :

a. Kegiatan penerangan hukum dilaksanakan sesuai dengan
Rencana Kegiatan yang telah disusun dalam Triwulan I.

b. Kegiatan Penerangan Hukum dilaksanakan berdasarkan
" inisiatif =sendiri (proaktif) atau? atas permintaan
instansi, organisasi kemasyarakatan dan tokoh

. masyarakat yang bersangkutan.’

1
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6. Maﬁeri Penerangan Hukum @

Materi-materi hukum yang diberikan antara lain :
a. Peraturan perundang-undangan nasional berupa :

1).
2).
3).

. 4).

5).

6).
7).

. 8).

9).

10).
1;).

‘ ‘Hllé)ll

b.

13}
14).
15).
16).
17).
18).

19).
20).

21).
22).

23).
24).

‘di;ﬁukq;Umum.

Totegt. oowklbey

Kitab Undang-undang Hukum Pidana™(KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP}.

UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

UU No. ﬁzTahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

UU No. 4 iahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan
MPR, DPR dan DPRD.

Undang—uhdang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960).
Undang-undang Perkawinan {UU No. 1 Tahun 1974).
Undang-undang Kejaksaan (UU No. 5 Tahun 1991).
Undang—ﬁndang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(UU No.23 Tahun 1997).

UU Narkotika (UU No.22 Tahun 1997).

UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No.14 Tahun
1992).
ﬁh féﬁtané Kesejahteraan. Anak/Penglantaran dan
Penyalahgunaan Anak (UU No. 4 Tahun 1990).

UU Pariwisata (UU No. 9 Tahun 1990).

UU Perikanan (UU No. 9 Tahun 1985).
UUuKeimigrasian (UU No.9 Tahun 1992).

UU Psikotropika (UU ﬁo.5 Tahun 1997j.

UU Benda Cagar Buda&a (UU No. 5 Tahun 1992).

UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (UU No. 5 Tahun 1990).

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peng#dilan Anak.

.

UU No. 9 Tahun 1998 tentang mengeluarkan pendapat

-

UU Perbankan (UU No.10 Tahun 1999).-

UU Pengusutan, Penuntutan dan ' Peradilan Tindak
Pidana Ekonomi (UU No. 7/Drt/1955).

UU No.31/1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.’
uu Perédilan Tata Usaha Negara (UU No.5 Tahun 1986)

Peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan
mengenai Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya.

Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat IT yang perlu
r diketahui dan ditaati masyarakat setempat.

!i'-
RS
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= 7. Pentahapan Penerangan Hukum :

= Penyelenggaraan kegiatan Penerangan Hukum Program

T Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATEUM) dilaksanakan

: dalam 3 (tiga) <triwulan, agar kegiatan benar-benar

3 terencana, terarah dan terorganisir sesuai dengan jadwal
A vang telah ditetapkan.

Tahapan penyelenggaraan kegiatan dimaksud adalah sebagai
berikut :

T.1. balam Triwulan I ( April - Juni )

a. Menyvusun/membuat Rencana Kegiatan { RENGIAT)
Penerangan Hukum antara lain :

é; - Mempersiapkan sasaran dan lokasi Penyuluhan
Hukum wuntuk selama satu tahun kerja yaitu
. Triwulan I, II dan IXII. ’

F"' b ~"Sasaran "dan lokasi ditetapkan dengan
' 'memperhatikan :

1}

¥ Data kriminalitas yang‘terjadi baik kuantitas
maupun kualitasnya.

” S Co ¥ Ketaatan masyarakat terhadap hukum.

¥ Pola budaya, karakteristik dan adat istiadat
masyarakat desa.

l

¥ Problematik yang menoﬁjol pada ‘Organisasi
Masyarakat, Tokoh-tokoh masyarakat serta pada
aparatur negara yang akan dijadikan sasaran
{“ ! L. #M‘; _ kegiatan penerangan hukum.
' ’ N T T I P '

H S

¥ Trend perkembangan Organisasi Masyarakat.

', - Mempersiapkan sarana dan prasarana.

[ - i . . ’

Mengkoordinasikan Rencana Kegiatan Penerangan
Hukum dengan instansi terkait yang akan ikut

I ‘ , - serta berpartisipasi melaksanakan Penerangan
' L Hukum.

- Merencanakan jumlah audience }ang akan disuluh.

it ' < .

ii
Mempersiapkan materi yang akan disajikan.

Mempe:siépkan petugas.yang akan melaksanakan
Penyuluhan Hukum.

N

-
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Melaksanakan Kegiatan Penerangan Hukum sesuai
dengan jadwal vyang +telah ditentukan dalam
triwulan I. : :

Membuat visualisasi data :

13

~ Membuat statistik kegiatan Penerangan Hukun

yang menggambarkan banyaknya audience menerima
Penerangan Hukum dalam Triwulan I.

- Membuat foto dokumentasi kegiatan Penerangan
Hukum.

Membuat dan menyampaikan laporan yang memuat
kegiatan-kegiatan yvang dilaksanakan selama
triwulan I, termasuk Rencana Kegiatan untuk satu
tahun.

P

Dalam Triwulan IT ( Juli - September )

a.

Melaksanakan Lkegiatan Penerangan Hukum terhadap
sasaran yang belum diselesaikan dalam Triwulan I,
dilaksanakan pada bulan pertama Triwulan II
sebelum melaksanakan kegiatan Triwulan TT.

Melaksanakan kegiatan Penerangan Hukum sesuai

dengan Rencana Kegiatan yang telah dibuat dalam
Triwulan I.

LA [
[

Heﬁbuat visualisasi data.

Membuat dan menyampaikan laporan . pelaksanaan
kegiatan Penerangan Rukum dalam triwulan II.

Dalam Triwulan IIY ( Oktober - Desember )

=

Melaksanakan kegiatan Penerangan Hukum terhadap
sasaran yang belum diselesaikan dalam Triwulan
II, dilaksanakan pada bulan pertama Triwulan TIII
sebelum melaksanakan kegiatan Triwulan ITI.

Melaksanakan kegiatan Penerangan Hukum sesuai
dengan Rencana. Kegiatan vyang telah dibuat dalam
Triwulan-I.

i

Melakukan "Check and Re-check” terhadap sasaran

Penerangan Hukum yang dilaksanakan dalam Triwulan
I dan II.
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d. Membugt visualisasi data.-

€. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan
kegiatan Penerangan Hukum dalam triwulan ITI dan
hasil pelaksanaan "Check_and'Re4check".

7.4. Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan
Penerangan_Hukum selama satu tahun' kerja.

H., Desa Binaan :

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai
" dalam pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Program
BINMATKUM, masing-masing Kejaksaan Negeri dan Cabang
Kejaksaan Negeri agar menetapkan mlnlmal 1 (satu) desa di
w1layah hukumnya sebagai Desa Binaan.
e |.EE5

'01eh karena itu, perlu ditetapkan suatu 1nd1kator vyang dapat
menunjukan keberhasilan Penyuluhan Hukum dan Penerangan
Hukum yang telah dilaksanakan. Indlkator atau kriteria
tersebut selain berguna untuk mengetahui tingkat
keberhasilan ‘yang telah dicapai juga akan bermanfaat pula
bagi BAPPENAS dan Departemen Keuangan dalam rangka
menlngkatkan anggaran Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum
tahun berlkutnya.J

ELET - '.‘#)

7’!'-'- ".H: : B ;__.,-., o P 0 "
Adai 2 (dua) aspek yang dapat dijadikan sebagai indikator
bagi suatu Desa untuk dapat ditetapkan sebagai Desa’ Binaan,
yaltu T i

-‘t'. -

VA

1.?Aspek Pldanéiﬁ

* P N "o -
VTR ,. A o _In TH N ~
1
nl 1

a.(Terdapat penurunan angka krlmlnalltas vyang terjadi -di
Desa yang bersangkutan.

b. Terdapat pPenurunan angka mengenai pelanggaran
"lalu-lintas. .

C. Terdaﬁét” penurunan angka mengenal Tindak Pidana
Lingkungan Hidup, khususnya perusakan lingkungan dan
Ppencemaran lingkungan hidup.

2. Aspek;Perdata.
- 1
a, Terdapat penlngkatan dalam hal ketaatan membayar
paaak antara lain Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak
Radio dan Televisi dan lain sebagainya.
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:'wilayah hgkumnya.
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b. Menurunnya angka perkawinan usia muda.

c. Meningkatnya kesadaran untuk mengikuti Keluarga
Berencana (KB), khususnya menyangkut jumlah anak 2
(dua) orang.

d. Meningkatnya kesadaran penduduk untuk : mnemperoleh
Sertifikat Tanah dan Bangunan sebagai suatu tanda
pemlllkan hak.’

e. Bertambahnya jumlah penduduk yang memlllkl KTP.

Apabila suatu Desa telah memenuhi kriteria sebagaimana ¥yang
disebutkan di atas; maka Desa yang bersangkutan dapat
dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai. "Desa Binaan" di

o
s

Kemudian dalam hal Desa Binaan teréehut harus dilaporkan
dalam setiap pembuatan laporan Triwulan/Tahunan pelaksanaan
Kegiatan Program BINMATKUM nama Desa Binaan dimaksud dan

‘aktlfltas keglatannya.; o

fever 115,30

'_:1 R

1

. . * M
it bt 5-7-‘ £

I. Pengoperaslan POSKUMDU :

1.7 Pengertian; POSKUMDU .

gn-f'v'":-r‘.. R T { ha 1-1‘-"‘"'

£
AR L

i : Poskumau adalah singkatan dari Pos Penyuluhan/

’ Péﬂeranggn Hukum terpadu.

b. Poskumdu adalah merupakan forum dan bentuk kegiatan
Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Terpadu Program
BINMATEUM dengan instansi terkait, Organlsa51
Kemasyarakatan dan tokoch masyarakat setempat guna
menampung serta memberikan pemecahan permasalahan di
bidang hukum yvang disampaikan oleh masyarakat.

o, # Y

»ga;-"g “, 1

2. Penyelenggaraan.

a. Poskumdu dibentuk dan didirikan di suatu tempat dalam
bentuk bangunan dengan segala perlengkapannya yang
siap menerima permasalahan hukum yang disampaikan oleh
anggota masyarakat, selanjutnya diberikan jawaban atau
petunjuk pemecahannya oleh petugas.

b. Paldm Pdskumdu tersedia : :

ks

" - Buku Tamu dan Buku Jurnal. d

-~ Lemari/rak untuk menyiapkan bahan perpustakﬁan
seperti UUD 1945, Ketetapan MPR, brosur-brosur dan

buku-buku yang menyangkut hukum, dan lain-lain yang

" dianggap perlu.
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Poskumdu sedapat mungkin dioperasikan oleh Jjajaran
Kejaksaan bersama—-sama dengan instansi lain,
organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat setempat.

3. Cara dan Teknik Pengoperasian POSKUHDU.

a.

‘Komunikatif dan Akomodatif).

ot
4.'L ‘ot
L

£

Poskumdu dibuka setiap hari kerja dan terbuka bagi
setiap lapisan anggota masyarakat. Terhadap anggota
masyarakat . yang datang ke Poskumdu, dicatat
identitasnya dalam Buku Tamu dan permasalahan hukum
vang disampaikan dicatat dalam' Buku Jurnal.
Selanjutnya oleh petugas disampaikan jawaban/petunjuk
pemecahannya. pada hari itu. juga, atau pada kesempatan
lain bilamana tidak dapat disampaikan jawaban/petunjuk
pemecahannya saat itu.
tr

Petugas vang bertugas di Poskumdu ialah dari
Kejaksaan, Instansi lain dan Organisasi Kemasyarakatan
secara bergiliran/bergantian yang ditetapkan dengan
keputusan bersama.

- Jawaban/petunjuk pemecahan oleh petugas atas

permasalahan hukum yang diterima, dilakukan dengan
metode pendekatan PEKA (Persugsif, Edukatif,

kasi.

e .. !

Poskumdu dibentuk di setiap wilayah hukum Xejaksaan
Negeri dan Cabang Kejaksasan Negeri di seluruh
Indonesia minimal 1 (satu) Poskumdu yang berlokasi di
Desa/Kelurahan/Kecamatan yang letaknya strategis
dipandang dari segi kebutuhan.

Paskumdu yvang tidak operasional lagi, supaya
dipindahkan ke Kejaksaan negeri/Cabang Eejaksaan
negeri setempat beserta segala perlengkapannya
sehingga mudah dioperasikan, namun sedapat mungkin
tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan.

5,'Lapofan POSKUMDU.

POSKUMDU harus dilaporkan dalam setiap pembuatan laporan
Triwulan/Tahunan pelaksanaan Program BINMATKUM, walaupun
kegiatannya nihil, yaitu antara 1lain mengenai berapa
jumlahnya, terletak di Desa/kelurahan mana, masih aktif
atau tidak, apabila +tidak aktif lagi apa sudah
dipindahkan ke Kejari/Cabjari yang bersangkutan atau
belum, dengan mengemukakan alasannya. *



BAB IV

ANGGARAN

Penyelénggaraan kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan
Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM }
dengan ragam kegiatan sebagaimana tersebut dalam BAB III
JUKLAK ini, didukung oleh anggaran meialui APBN, kecuali
biaya pengoperasian Poskumdu, anggarannya dibebankan , kepada
Instansi  terkait. Untuk PUSPENKUM dan masing-masing
Kejaksaan Tinggi, .telah ditetapkan anggarannya sesuai dengan
Daftar Isian Proyek (DIP) setiap tahun anggaran.

Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua
BAPPENAS Nomor ¢ SE-05/A/21/ 1999 tanggal 8 Januari 1999,

e T ey e S . T By ey

) - 185/D.1V/01/1999
perihal "Pelimpahan Kewenangan Pengesahan Petunjuk
Operasional (PO) dan Daftar Isian Proyek (DIP) Daerah", maka

- semua DIP Daerah pembahasannya dilaksanakan dj Daerah Tk.I.

DIP yang telah disetujui dan Petunjuk Operasional (PO) yang
telah dibuat, diminta kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi

untuk mengirimkan copy PO DIP dimaksud ke Pusat Penerangan
Hukum Kejaksaan Agung RI.

Pengelqlaan anggaran Penyuluhan_Hukum dan Penerangan Hukum
oleh masing-masing Kejaksaan Tinggi mengenai administrasi
keuangann&a agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan tentang pelaporannya baik laporan bulanan
afaupun laporan triwulan dan lain-lain diminta tembusannya
dikirimkan ke Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI.

- Untuk menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Hukum daﬁ

Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum '
(BINMATKUM), diperlukan adanya ketepatan dan kecepatan
pengiriman dana dari Kejaksaan Tinggi kepada Unit Pelaksana
Kejari dan Cabjari. Diminta agar Kepala Kejaksaan Tinggi
memerintahkan Pimpinan/Bendaharawan Proyek untuk segera
mencairkan anggaran tersebut, kemudian mengirimkannya kepada
masing-masing unit pelaksana baik yang di EKejati maupun

Kejari dan Cabjari untuk setiap Triwulan, agar dana tersebut

dapat digunakan tepat pada waktunya..

Mengingat anggaran yang tersedia telah ditetapkan melalui
DIP, maka diharapkan terhadap seluruh kegiatan Penyuluhan
Hukum dan Penerangan Hukum serta pengendalian/pengawagan
yang telah diprogramkan dilaksanakan sesuail dengan anggaran

Yang tersedia. .

28
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’ BAB V

PENGAWASAN, EVALUASI DAN LAPORAN

%, Pengawasan.

Pengawasan kegiatan Penyuluhan Hukum dan ' Penerangan Hukum
dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pengawasan dari atasan masing-masing . terhadap petugas
pelakgana kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum mulai
dari perencanaan sampai pelaksanaan yang menyangkut

kegiatan administrasi, penggunaan anggaran dan kegiatan
teknis di lapangan.

2. Memonitor peléksanaan Penyuluhan Hukum dan Penerangan
Hukum yang dilaksanakan Kejari dan Cabjari oleh Kejaksaan
Tinggl yang bersangkutan.

3. Melaksanakan kegiatan . "Check and Re—-check”
penyelenggaraan Penyuluhan Hulkum dan Penerangan Hukum
oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di wilayahnya masing-

. ... . .masing.
I ¢ doo ’-.-si iy . .
4. PUSLUHKUM Kejaksaan Agung RI, melaksanakan kegiatan
"Check and Re-check"”, membuat evaluasi dan memberikan
petunjuk-petunjuk dan pengarahan tentang penggunaan
anggaran pelaksanaan Penyuluhan hukum dan Penerangan
Hukum yang diselenggarakan di Kejati, EKejari dan Cabjari
';:&Lﬂwﬁ%:%ﬁnguh Indonesia.

O R S 1)) [ LI
B Evaluasiyt ¥R
Chradmiflaat, e, e s E gedadyr

gt e,

i. Dengan evalﬁasi dapat diketahui sampai se jauhmana
kegiaian Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum telah
dilaksanakan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana
Eegiatan dan Pelaksanaan Kegiatan, hambatan, permasalahan
yang dialami dan keberhasilan yang  dicapai serta
tanggapan dari berbagai pihak atas kegiatan yang
dilaksanakan. Oleh karena itu, kepada unit-unit pelaksana
Kejari dan Cabjari setempat melaksanakan evaluasi
terhadap pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum dan
Penerangan Hukum serta pengoperasian .Poskumdu pada setiap

Triwulan/Tahunan. .

a7
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Kejaksaan tinggi setempat melakukan evaluasi awal
terhadap laporan Triwulan/Tahunan Program BINMATKUM baik
dari Kejati (Ass.Intel), EKejari maupun Cabjari di wilayah

" hukumnya dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada

Jaksa Agung R.I, Cq. Kapuspenkum bersama laporan
Priwulan/Tahunan.

Pusat Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung membuat evaluasi
terhadap penyelenggaraan Penyuluhan Hukum dan Penerangan
Hukum, pengoperasian Poskumdu dan kegiatan-kegiatan
kerjasama yang meliputi :

a. Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum dengan
instansi terkait.

b. Eegiatan Kefjésama Penyuluhan Hukum dan’ Penerangan
Hukum dengan instansi lain sesuai dengan Piagam
Kerjasama yang dilaksanakan oleh Kejati, Kejari dan

Cabjari seluruh Indonesia dan evaluasi terhadap
penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan’ ;Program

BINMATKUM. 1

Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan untuk menyusun
laporan Triwulan dan Laporan Tahunan kegiatan Penyuluhan
Hukum dan Penerangan Hukum.

C. Laporan.

t ' 1:

|
i
Lt
l

“ ih,‘vi-l‘,il.:‘.n-

(l

SR S R TR MY v
l

2

56t . .3 .
thoran vang harus dibuat terdiri dari @

MRl

: af Laporan Evaluasi Awal (bagi Kejati setempat).

b Laporan Triwulan.

\J-‘lh

Lc.lLaporan Tahunan.

Laporan Triwulan dibuat pada setiap akhir Triwulan I, iI
dan III (Juni, September dan Desember) sedangkan Laporan
Tahunan dibuat pada permulaan bulan Januari Tahun 2001.

Adapun kegiatan-kegiatan yang harus disampaikan laporan
pelaksanaannyé ialah :

i d

"aﬁnKegiatén Penyuluhan Hukum.

b.' Kegiatan Penerangan Hukum.
c. Kegiatan Pengoperasian Poskumdu.

d. Kegiatan Kerjasama Penyuluhan Hukum dan Penerangan -
Hukum bersama-sama dengan instansi terkait.

.e. Kegiatan Kerjasama Penyuluhan Hukum dan penerangan

__Hukum dengan instansi lain sesunai dengan Piagam

P

j;f?ﬁKeberadaan,Desa Binaan.
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Laporan (Triwulan I, II, III dan Tahunan) harus sudah
diterima di Kejaksaan Agung paling lambat pada tanggal 15
setiap awal Triwulan berikutnya dengan alamat Jaksa Agung
RI, Cq. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI,
JL. Sulatan Hasanuddin No : 1 Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan.

Tembusan kepada

- Jaksa Agung Muda Intelijen.
- Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Adapun Sistimatika Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan
adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I
PENDAHULUAN

a. Umum.
Agar dilaporkan situasi daerah yang mencakup :
1). Jumlah Kabupaten/Kotamadya (khusus Kejati) =
2). Jumlah Kecamatan =

3). Jumlah Desa/Kelurahan yang sudah dan yang belum
disuluh (data sedapat mungkin sejak tahun 1981)

- Jumlah Desa/Kelurahan seluruhnya =

- Jumlah Desa/Kelurahan vang telah disuluh
seluruhnya sebelum triwulan ini =
- Jumlah Desa/Kel.yang disuluh pada triwulan ini =

- Jumlah Desa/Kelurahan yang belum disuluh =

- Jumlah Desa/Kelurahan yang dilaksanakan
penyuluhan ulangan =

4). Jumlah peserta penyuluhan hukum :

- Jumlah peserta Luhkum sebelum triwulan ini =
- Jumlah peserta Luhkum pada triwulan ini =
- Jumlah peserta Penyuluhan Hukum seluruhnya =

5). Jumlah Instansi dan Organisasi Masyarakat yang
sudah dan yang belum diberikan Penerangan Hukum :
- Jumlah Instansi dan Organisasi Masyarakat =

- Jumlah Instansi dan Ormas yang telah diberi
penerangan hukum sebelum triwulan ini =

- Jumlah 1Instansi dan Ormas yg telah diberi
penerangan hukum pada triwulan ini =

— Jumlah Instansi dan Ormas yang belum diberi
penerangan hukum =

- Jumlah Instansi dan Ormas yang dilaksanakan
Penerangan Hukum ulangan =
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6). Jumlah audience penerangan hakum =

b.

- gsebelum triwulan ini =
» pada triwulan ini
- jumlah keseluruhan

Dasar Penyelenggaraan Kegiatan.

c. Ruang Lingkup Kegiafan.

Dalam . ruang lingkup kegiatan agar diuraikan secara
singkat mengenai kegiatan yang dilaksanakan dalam
triwulan yang dilaporkan, yvaitu mengenai v

"il.-"

.!BAB Ii

Pelaksanaan Penyuluhan dan Penerangan Hukum.
Pengoperasian POSKUMDU.

Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum
beker jasama dengan Instansi terkait.

Kegiatan Penyuluhan Hukunm dan Penerangan Hukum

. bekerjasama dengan Instansi lain: sesuai dengan
- Piagam Keraasama. '
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Perencanaan.

ﬁ—‘Per31apan.
‘Pelaksanaan. -

% Kegiatan Penyuluhan Hukum.
* Kegiatan Penerangan Hukum.

- Jumlah dan nama Desa, Instansi/Ormas serta
peserta yang menerima Luhkum dan Penkum.

- Waktu dan tanggal pelaksanaan kegiatan.
- Nama petugas pelaksana.

- Kegiatan Eerjasama penyuluhan Hukum dan
Penerangan Hukum dengan instansi terkait.

- Kegiatan Kerjasama penyuluhan Hukum  dan
Penerangan Hukum dengan instansi lain sesual
dengan Fiagam Kerjasama. N

b. Ha511 evaluasl dalam pelaksanaan H

- Hasil penilaian secara kualitatif dan kuantltatlf
- Partisipasi dan tanggapan masyarakat luas.
- Keterpaduan.

c. Materi yang disajikan.

‘-~ Dalam pelaksanaan Penyuluhan Hukum.
- Dalam pelaksanaan Penerangan hukum. .

T e o g T ST T T
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d. Kegiatan Pengoperasian Poskumdu.
e. Desa Binaan. '

f. Hambatan dan keberha31lan

g. Penggunaan anggaran.

BAB IV

.

b,

Pénu@ﬁb.

i

Kesimpulan.

S aran.
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1.
. BINMATEUM. . o
[ "[, 1’ et

,Peta Wllayah Hukum

Surat Perlntah (SP) untuk melaksanakan keglatan program

}Foto dpkumenta51.~

Foto . dokumentasi pelaksanaan kegiatan program BINMATEUM
yang dilampirkan harus asli bukan berupa foto copy, hal
ini dimaksudkan supaya jelas mengidentifikasikan antara
petugas pelaksana dengan peserta.

Statistik’ dlbuat dalam bentuk graflk batang yvang
menggambarkan banyaknya desa/kelurahan dan banyaknya
anggota masyarakat (peserta) yang mengikuti Luhkum dan
Penkum pertriwulan secara berkelanjutan dalam tahun kerja
berjalan. Statistik tersebut menggambarkan jumlah vang
direncanakan (sesuai dengan Rengiat) dan jumlah yang

_dapat direalisasikan.. . !

&
1 Vad ila ‘-’l et

ﬁDan laln-laln yang dlpandang perlu.
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CONTOH PEMBUATAN STATISTIE
UNTUK LAMPIRAN LAPIRI

- STATISTIK
BANYAKNYA DESA/KELURAHAN YANG DAPAT DISULUH
SERTA JUMLAH KEGIATAN PENKUM PROGRAM BINMATKUM -
TRIWULAN I, II, III TAHUN 2000

/ 1 TRIWULAN I 1 TRIWUEAN 11 1 TRIWULAN III 1 TRIWULAN IV \
! SRALA !} ' ! 1 ‘ 1
1 1" TUFEUM ! PENKUM ! TUHKUM ! DENKOM ¢ JLUBKUM ! PENKUM !  LUHKUM ! PENEUM !

'1JML DESA/KEL!JML KEGIATAN!JML DESA/KEL!JML KEGIATAN!JMI DESA/KEL!JML KEGIATAN!JML DESA/KEL!JML KEGIATAN!
' e 1 ' . I ! 1 1 ' t 1
r 1 11 2 1 3 ! 4 t 5 ' 6 ! 7 K 8 ! 9 1
1 n T 1 ! ' 1 1 ! 1
) 8 -1 1 ' : ' ! 1 ' '
' 1 ! ' ' ' ! 1 ; 1
v 11 1 ! : ! ' 1 ! '
t 11 1 ' ‘y 1 ! ' ' 1
' 6 ~! ' t ! ' ! 1 ' 1
! © 1y 5 ! i 1 g ! 1 1
! 1t 1 ! ! v ! ' ! R !
! i ' 1 1 t ! 1 T 1
' g -t ' 1 i R ! ! ' !
' ty v |4 “p |4 ! ¢ ' 1} 4 1
' T 1 o 1 ' ! 1 '
1 1 ' 1 1 ' ' ! 1
! 2 ~1 1 y 1. P ] 3 1 v 1
' 3 ! 1 1 ; ' 1 !
! 1 ', ! g ! ! 1 '
1 r ! 1 : ' 1 1 1

= Jumlah yang direncanakan
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Jumlah yang dapat direalisasi (LUHKUM) .

Jwﬂah yang dapat direalisasi (PENKUM).
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